KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KONTRAK KERJA SAMA
RESTORASI & RENOVASI GEDUNG DJUANDA
BALITBANG KEMHAN TA. 2023

Nomor . KKS/ 41 /X1/2023
Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 November 2023

Kontrak Kerja Sama Restorasi & Renovasi Gedung Djuanda Balitbang Kemhan TA. 2023
ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani
di Jakarta pada Hari Kamis Tanggal Enam belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga (16-11-2023) antara:

. nama : Yan Namora
pangkat : Brigadir Jenderal TNI
jabatan : Sekretaris Badan Penelitan dan Pengembangan

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk
dan atas nama Balitbang Kementerian Pertahanan yang
berkedudukan di JI. Jati No. 1 Pondok Labu Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kabalitbang
Kemhan Nomor : KEP/219/X/2023 tanggal
09 Oktober 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai
dilingkungan Balitbang Kemhan TA. 2023, selanjutnya
disebut “PIHAK KESATU”, dan.

. nama : David Yulian Tambayong

Jabatan : Direktur PT. Royal Artha Arkana, yang berkedudukan di
alamat JI. Mabes TNI AU Jatimurni, Pondokmelati, Kota
Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Akta Nomor 370 Tanggal
16 Oktober 2017 Notaris Garry Dianto, S.H. dan Akte
Perubahan Nomor : 87 Tanggal 11 Desember 2020
Notaris Poltak Pardomuan, S.H. berkedudukan di
Tangerang Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama PT. Royal Artha Arkana, selanjutnya disebut
“‘PIHAK KEDUA”.

PIHAK . ..
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK

Atas dasar :

1.

10.

Peraturan Presiden Rl Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tanggal
31 Juli 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010
tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tanggal
16 Januari 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54
tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintanh;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/1538/XI11/2018 tanggal
13 Desember 2018 Pengangkatan Ketua dan Perangkat Sementara Organisasi
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke VII
Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA — 012.01.1.683880/2023 Tanggal
02 November 2023 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2023;

Keputusan Kepala Badan Penelitan dan Pengembangan Nomor:
KEP/115/X11/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Program Kerja Balitbang
Kemhan TA. 2023;

Surat Keputusan Kabalitbang Kemhan Nomor : KEP/219/X/2023 tanggal
09 Oktober 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Pembantu
dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dilingkungan Balitbang
Kemhan TA. 2023;

Surat Keputusan Sekretaris Balitbang Kemhan Nomor : KEP/262/X1/2023 tanggal
14 November 2023 tentang Penunjukan PIHAK KEDUA Kegiatan Restorasi &
Renovasi Gedung Djuanda Balitbang Kemhan TA. 2023;

PARA PIHAK terlebih dahulu telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan
sebagaimana diterangkan dalam Kontrak ini;

b. PIHAK KEDUA, sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU,
memiliki keahlian professional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah
menyetujui untuk menyediakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Kontrak;

C. PARA PIHAK menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani
Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk
mengikat pihak yang diwakili;

d. PARA ...
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d. PARA PIHAK mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan kontrak ini PARA PIHAK;

1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh
Kuasa Hukum;

2) Menandatangani kontrak setelah meneliti secara patut;
3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak;

4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak, beserta semua fakta
dan kondisi yang terkait;

Dengan ini menyatakan bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk
mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Restorasi & Renovasi Gedung Djuanda Balitbang
Kemhan TA. 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal-
pasal di bawah ini.

PASAL 1
PENGERTIAN DAN PERSYARATAN UMUM KONTRAK

Pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Kontrak Kerja Sama Restorasi &
Renovasi Gedung Djuanda Balitbang Kemhan TA. 2023, adalah :

1.

KONTRAK KERJA SAMA disingkat "KONTRAK ” adalah:

Kontrak Kerja Sama Restorasi & Renovasi Gedung Djuanda Balitbang Kemhan
TA. 2023, beserta seluruh lampiran dan addendum yang disetujui oleh PARA
PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

MATERIIL KONTRAK adalah:

Perincian Jenis Pekerjaan dan harga satuan seperti tersebut pada lampiran
Kontrak Restorasi & Renovasi Gedung Djuanda Balitbang Kemhan TA. 2023.

NILAI KONTRAK adalah:

Jumlah nilai kontrak sudah termasuk pajak serta biaya-biaya lainnya yang timbul
atas Kontrak ini sesuai dengan Pasal 9 ini.

BERITA ACARA adalah :

Berita Acara yang mempunyai bentuk seperti pada Lampiran “lI” yang
ditandatangani oleh PARA PIHAK atau perwakilan PARA PIHAK, yang menyatakan
bahwa kewajiban PIHAK KEDUA atas Kontrak sudah dipenuhi, terdiri dari :

41 BERITA ACARA PEMERIKSAAN merupakan dokumen pemeriksaan
administrasi hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh TEKNIS yang
ditandatangani oleh Tim TEKNIS setelah PIHAK KEDUA mengajukan
permohonan secara tertulis kepada PIHAK KESATU untuk serah terima hasil
pekerjaan.

“I”

4.2 BERITA . ..
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4.2 BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN merupakan dokumen
serah terima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU
yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

5. JAMINAN adalah bentuk pertanggung jawaban PIHAK KEDUA atas Materi Kontrak
yang diserahkan kepada PIHAK KESATU, termasuk didalamnya :

5.1 JAMINAN DAN HASIL PEKERJAAN:

Bahwa hasil pekerjaan yang diserahkan kepada PIHAK KESATU adalah baru
dan memenuhi jaminan kualitas yang diuraikan pada macam dan jenis
pekerjaan sesuai dengan lampiran "II” Kontrak Restorasi & Renovasi Gedung
Djuanda Balitbang Kemhan TA. 2023.

5.2 JAMINAN PELAKSANAAN:

5.2.1 Surat Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Pemerintah, sesuai
dengan yang ditetapkan dalam Perpres Rl Nomor 12 Tahun 2021
tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah yaitu sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak untuk
menjamin atas penyerahan Pekerjaan sesuai Kontrak oleh PIHAK
KEDUA.

5.2.2 PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan,
baik dikerjakan secara langsung oleh PIHAK KEDUA ataupun tidak
langsung.

5.3 JAMINAN PEMELIHARAAN

5.3.1 Surat Jaminan Pemeliharaan diterbitkan oleh Bank Pemerintah,
sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres RI Nomor 12 Tahun
2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah yaitu sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak untuk
menjamin atas penyerahan Pekerjaan sesuai Kontrak oleh PIHAK
KEDUA.

5.3.2 PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan,
baik dikerjakan secara langsung oleh PIHAK KEDUA ataupun tidak
langsung.

PASAL 2
SURAT MENYURAT

SURAT MENYURAT ANTAR KEDUA PIHAK
1. HARI, MINGGU DAN BULAN berarti :
Hari, minggu dan bulan sesuai hari kalender kecuali ditentukan lain.

2. BAHASA . ..
PHAK [ PIHAK
KESATU | KEDUA




2 BAHASA:

Kontrak ditulis dalam Bahasa Indonesia.

Surat menyurat antara Kedua Pihak ditulis dalam Bahasa Indonesia.
3  ALAMAT :

Semua surat menyurat yang berkaitan dengan KONTRAK ini dikirim ke alamat
sebagai berikut :

PIHAK KESATU:
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMHAN RI
JL. JATI NO. 1, PONDOK LABU
JAKARTA SELATAN12450
TELP : 62-21-7695006
FAKS : 62-21-7504466

PIHAK KEDUA :
DIREKTUR UTAMA PT. ROYAL ARTHA ARKANA
JL. MABES TNI AU, JATIMURNI, PONDOKMELATI, KOTA BEKASI, JAWA BARAT
TELP : 087884301438

PASAL 3
HUKUM DAN PERATURAN

Kontrak ini dilaksanakan di Indonesia, oleh karena itu harus tunduk dan mematuhi
peraturan serta hukum-hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 4

PEKERJAAN RESTORASI & RENOVASI GEDUNG DJUANDA BALITBANG
KEMHAN YANG DISERAHKAN

Pekerjaan Restorasi & Renovasi Gedung Djuanda Balitbang Kemhan yang akan
diserahkan adalah hasil Pekerjaan seperti tersebut pada lampiran “lI” Kontrak Restorasi
& Renovasi Gedung Djuanda Balitbang Kemhan TA. 2023.

PASALS. ..
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PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1.  PIHAK KESATU

1.1. Berhak mengawasi dan memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan Restorasi &
Renovasi Gedung Djuanda Balitbang Kemhan dari PIHAK KEDUA.

1.2. Berhak meminta laporan perkembangan kemajuan pelaksanaan pekerjaan
Restorasi & Renovasi Gedung Djuanda Balitbang Kemhan TA. 2023, secara
Periodik Kepada PIHAK KEDUA.

1.3. Wajib membayar atas pekerjaan Restorasi & Renovasi Gedung Djuanda
Balitbang Kemhan yang telah dilaksanakan PIHAK KEDUA sesuai pasal 11
tentang Cara Pembayaran.

2. PIHAK KEDUA

2.1. Wajib memahami dan menguasai seluruh pekerjaan yang ditetapkan dalam
Kontrak.

2.2. Wajib untuk menerima PIHAK KESATU guna melakukan pengawasan dan
Pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan Restorasi & Renovasi Gedung
Djuanda Balitbang Kemhan TA. 2023 oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan
dalam Pasal 13.

2.3. Wajib sebagian dan menyerahkan laporan perkembangan kemajuan
pelaksanaan pekerjaan Restorasi & Renovasi Gedung Djuanda Balitbang
Kemhan TA. 2023, perminggu secara sebagian kepada PIHAK KESATU.

2.4. Berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan Restorasi &
Renovasi Gedung Djuanda Balitbang Kemhan TA. 2023 sesuai dengan harga
yang telah disepakati dalam Kontrak.

PASAL 6
MACAM DAN JENIS PEKERJAAN

Macam dan jenis Pekerjaan adalah seluruh kegiatan sesuai yang tecantum pada

lampiran “lII Kontrak Restorasi & Renovasi Gedung Djuanda Balitbang Kemhan
TA. 2023.

PASAL7...
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PASAL 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK

Jangka waktu pelaksanaan Kontrak ini sampai dengan penyerahan Material Kontrak
Kegiatan Restorasi & Renovasi Gedung Djuanda Balitbang Kemhan TA. 2023, secara
keseluruhan adalah 30 (Tiga puluh) hari kalender setelah Kontrak ditandatangani tanggal
16 November s.d. 15 Desember 2023 oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
EFEKTIF DAN MASA BERLAKUNYA KONTRAK

1. KONTRAK ini mulai berlaku efektif sejak KONTRAK ditandatangani oleh PIHAK
KESATU dan PIHAK KEDUA.

2. KONTRAK ini akan berakhir apabila semua hak dan kewajiban dari PIHAK
KESATU dan PIHAK KEDUA telah terpenuhi sebagaimana tercantum dalam
KONTRAK.

PASAL 9
NILAI KONTRAK

1. Nilai Kontrak sebesar Rp. 988.420.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan
juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

2. Harga tersebut di atas termasuk :

2.1. Keuntungan dan beban berupa pajak, sesuai dengan peraturan/ketentuan
perpajakan yang berlaku.

2.2. Biaya Bank.
3. Nilai Kontrak tersebut adalah harga tetap dan berlaku hingga Kontrak ini berakhir.

PASAL 10
TEMPAT DAN SYARAT PENYERAHAN

1.  Tempat serah terima hasil pekerjaan secara administrasi di Kantor Balitbang
Kemhan Jakarta disesuaikan dengan kondisinya, disertai Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

2. Syarat-syarat serah terima hasil pekerjaan yaitu materiil hasil pekerjaan fisik dan
administrasi telah selesai 100% (seratus persen) dan dibuktikan dengan Berita
Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sesuai dengan macam serta jenis pekerjaan
yang tercantum dalam Lampiran “II”.

Pelaksanaan Materiil Kontrak harus sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
Waktu penyerahan selambat-lambatnya tanggal 08 Desember 2023.
PASAL 11...
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PASAL 11
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran untuk Total Harga Kontrak seperti tersebut dalam Pasal 11.2 akan
dilaksanakan dalam satu kali Termin pembayaran dari PIHAK KESATU kepada
PIHAK KEDUA dengan mata uang Rupiah setelah diterimanya dokumen penagihan
secara lengkap dan benar, melalui :

BANK . PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Jakarta Dephan

Nomor Rekening : 1210010320087

Alamat : PT. Royal Artha Arkana JL. Mabes TNI AU Jatimurni
Pondokmelati Bekasi, Jawa Barat

No Email . procurement@raa.co.id

NPWP : 83.152.172.9-086.000

Pembayaran

Sebesar 100% dari Nilai Kontrak yaitu 100% x Rp. 988.420.000,- (Sembilan ratus
delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) akan dibayarkan
setelah kegiatan telah selesai 100%, PIHAK KEDUA mengajukan Surat
Permohonan Pembayaran dilampiri dokumen masing-masing rangkap 5 (lima) yang
terdiri dari 1 (satu) asli dan 4 (empat) sebagian antara lain sebagai berikut :

2.1. Salinan Jaminan pelaksanaan

2.2. Kwitansi penerimaan dan mencantumkan NPWP
2.3. Faktur pajak yang dibuat oleh PIHAK KEDUA
2.4. Salinan Kontrak

2.5. Surat Keputusan Penunjukan PIHAK KEDUA Barang / Jasa dan Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK)

2.6. Pajak

2.7. Dokumen Tagihan Harus dilengkapi laporan kemajuan pekerjaan (Progress
Report) yang disahkan oleh Tim Pengawas Pekerjaan/direksi.

2.8. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA

Dalam hal terdapat sisa pelaksanaan pekerjaan Restorasi & Renovasi Gedung
Djuanda Balitbang Kemhan yang belum terselesaikan, maka PIHAK KEDUA akan
menyerahkan Jaminan Penyelesaian Pekerjaan senilai sisa pekerjaan Restorasi &
Renovasi Gedung Djuanda Balitbang Kemhan yang belum terselesaikan.

Pembayaran akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) setelah PIHAK KESATU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
yang didahului sebelumnya dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PASAL 12...
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PASAL 12
JAMINAN

1.  PIHAK KEDUA menjamin bahwa material dan pekerjaan Restorasi & Renovasi
Gedung Djuanda Balitbang Kemhan TA. 2023 sesuai yang tercantum dalam
lampiran “lI” dalam Kontrak ini.

2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa material dan pekerjaan yang diserahkan telah
melalui pemeriksaan sesuai pada lampiran “lI” dalam Kontrak ini, dengan disertai
BAST pada akhir pekerjaan.

3. Jaminan Pelaksanaan

PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan kepada PIHAK KESATU, berupa Jaminan
Pelaksanaan senilai 5% dari nilai kontrak atau sama dengan
5% x Rp. 988.420.000,- = Rp. 49.421.000,- (Empat puluh sembilan juta empat ratus
dua puluh satu ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
KC Jkt Departemen Hankam dalam bentuk BANK GARANSI sesuai peraturan yang
berlaku. Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada PIHAK KESATU setelah
diterbitkan SPPBJ. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan dilaksanakan paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kontrak berakhir. Apabila PIHAK
KEDUA gagal melaksanakan perjanjian tanpa alasan yang layak, maka Jaminan
Pelaksanaan menjadi milik Negara dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

4. Jaminan Pemeliharaan

PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan kepada PIHAK KESATU, berupa Jaminan
Pemeliharaan senilai 5% dari nilai kontrak atau sama dengan
5% x Rp. 988.420.000,- = Rp. 49.421.000,- (Empat puluh sembilan juta empat ratus
dua puluh satu ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
KC Jkt Departemen Hankam dalam bentuk BANK GARANSI sesuai peraturan yang
berlaku. Jaminan Pemeliharaan diserahkan kepada PIHAK KESATU setelah serah
terima akhir hasil pekerjaan (Final Hand Over) setelah masa Kontrak berakhir.
Apabila PIHAK KEDUA gagal melaksanakan perjanjian tanpa alasan yang layak,
maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Negara dan selanjutnya disetorkan ke
Kas Negara

PASAL 13
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian program, PIHAK KESATU
akan melakukan pengawasan langsung.

PASAL 14. ..
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PASAL 14
PELAPORAN

PIHAK KEDUA wajib melaporkan setiap kegiatan program kepada PIHAK KESATU.

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) akhir pekerjaan yang ditanda tangani
oleh PARA PIHAK sesuai dengan lampiran “II” dari Kontrak ini.

2. Dokumen tagihan dilengkapi dengan laporan kemajuan pekerjaan (Progress
Report) sesuai dengan lampiran “lI” dari Kontrak ini yang disahkan oleh tim Teknis.

PASAL 15
SERAH TERIMA AKHIR HASIL PEKERJAAN (FINAL HAND-OVER)

1. PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK KESATU
untuk penyerahan akhir pekerjaan, PIHAK KESATU setelah menerima pengajuan
memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan
(pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.

2. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA telah melaksanakan
semua kewajibannya dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

PASAL 16
PERUBAHAN KONTRAK/AMANDEMEN
1. Adanya perubahan jumlah pekerjaan tidak dapat dipakai alasan untuk merubah

waktu penyerahan/delivery pekerjaan kecuali bila ada persetujuan PIHAK KESATU
secara tertulis.

2. Perubahan/penggantian ruang lingkup dan waktu pelaksanaan pekerjaan serta
jumlah dan kualitas pekerjaan dianggap sah apabila ada persetujuan PIHAK
KESATU secara tertulis untuk dibuatkan Amandemen Kontrak.

PASAL 17
PAJAK

Pajak dan biaya-biaya lainnya yang timbul dan dipungut pemerintah sebagai akibat
dalam pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 18...
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PASAL 18
SANKSI DAN DENDA
Sanksi :

Apabila hasil pekerjaan mengandung kekurangan, maka PIHAK KEDUA
secepatnya melengkapi/mengganti kekurangan tersebut dengan biaya ditanggung
oleh PIHAK KEDUA.

Denda:

2.1. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan tanpa persetujuan dari PIHAK
KESATU maka PIHAK KEDUA ditetapkan harus membayar kerugian kepada
PIHAK KESATU sebanyak 1%. (Satu permil) perhari keterlambatan dari harga
KONTRAK.

2.2 Denda disetorkan secara langsung ke rekening Kas Negara melalui Bank
yang ditentukan oleh KPPN Jakarta Il dan copy dari bukti transfer harus dikirim
selambat — lambatnya 3 (tiga) hari kerja melalui faximile kepada Irjen Kemhan,
Kabalitbang Kemhan, Direktur Pengelolaan Kas Negara - Ditjen
Perbendaharaan Kemenkeu, Kapuslapbinkuhan Kemhan dan Bendahara
Pengeluaran Balitbang Kemhan.

2.3 Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, karena semata-mata kesalahan
atau kelalaian PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU membayar ganti rugi
yang ditanggung PIHAK KEDUA akibat keterlambatan dimaksud sebesar
bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat
suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia.

PASAL 19
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Yang dimaksud dengan force majeure dalam KONTRAK ini adalah bencana alam,
banjir, kebakaran, mobilisasi, pemogokan, pemecatan, wabah/epidemi, perang,
blokade, revolusi, huru-hara, peraturan/tindakan Pemerintah/Penguasa dan sebab-
sebab lain diluar kemampuan manusia.

Bila terjadi force majeure seperti tersebut dalam ayat 1 di atas, maka PIHAK
KEDUA harus menyampaikan laporan kepada PIHAK KESATU dalam waktu 10
(Sepuluh) hari setelah adanya force majeure. Dan apabila terjadi force majeure
yang diakibatkan oleh peraturan/tindakan pemerintah atau penguasa diluar
kemampuan pengendalian PIHAK KESATU maka PIHAK KESATU menyampaikan
kepada PIHAK KEDUA.

Apabila terjadi keadaan kahar, maka waktu pelaksanaan KONTRAK akan
diperpanjang sesuai dengan jumlah hari terjadinya keadaan kahar, tetapi tidak lebih
dari 3 (Tiga) bulan.

4. Hak...

PIHAK
KESATU

PIHAK
KEDUA
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Hak untuk menggunakan alasan keadaan kahar hilang apabila PIHAK KEDUA tidak
memberitahu kepada PIHAK KESATU dalam waktu sebagaimana tercantum dalam
ayat 2 Pasal ini dengan surat tercatat atau Faksimile dengan memberitahukan
alasan keadaan kahar serta perkiraan waktu berlangsungnya keterlambatan itu.

PASAL 20
PEMUTUSAN KONTRAK

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam KONTRAK
ini, maka PIHAK KESATU setelah memberikan 3 (tiga) kali teguran berturut-turut
kepada PIHAK KEDUA secara tertulis, dan PIHAK KEDUA masih tetap tidak
menepati dan memenuhi kontrak ini, maka PIHAK KESATU secara sepihak dapat
membatalkan KONTRAK ini.

PIHAK KEDUA berhak menunda pelaksanaan dan selanjutnya menghentikan
kontrak apabila PIHAK KESATU gagal dalam memenuhi kewajibannya sesuai
ketentuan dalam KONTRAK.

Segala biaya ganti rugi dan biaya yang terjadi sebagai akibat pembatalan
KONTRAK ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan ditambah denda sebesar
10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh biaya yang harus diserahkan.

PASAL 21
PERSELISIHAN PAHAM

Apabila terjadi perselisihan atau ketidaksetujuan antara PARA PIHAK tentang
ketentuan-ketentuan dalam Kontrak yang berhubungan dengan penafsiran dan
atau pelaksanaannya, maka perselisihnan akan diselesaikan secara musyawarah
dalam waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal pemberitahuan adanya perselisihan
tersebut oleh satu pihak kepada pihak lainnya.

Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka
perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
untuk mendapatkan penyelesaian sesuai peraturan yang berlaku.

PASAL 22
LAIN-LAIN

Hak dan kewajiban berdasarkan Kontrak ini tidak dapat dipindahkan baik secara
keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA.

2.Semua...

PIHAK
KESATU

PIHAK
KEDUA
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2. Semua akibat yang timbul akibat penyimpangan pelaksanaan Kontrak yang
disebabkan oleh kelalaian dari PIHAK KEDUA akan dibebankan kepada PIHAK
KEDUA.

3. Segala sesuatu yang timbul dan belum tercantum dalam Kontrak ini serta dinamika
yang terjadi dalam proses pengadaan akan disikapi dan ditindaklanjuti sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

4. Kontrak ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), lembar pertama dan kedua masing-
masing dibubuhi materai sesuai dengan Aturan Bea Materai.

5. Apabila terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam kontrak ini, akan dibuat suatu
amandemen dengan ketentuan-ketentuan bahwa kontrak tambahan itu tidak
bertentangan dengan kontrak ini.

6. Lampiran Kontrak merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

PASAL 23
PENANDATANGANAN KONTRAK

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (Dua) dokumen asli masing-masing
bermaterai cukup, yang mempunyai kekuatan hukum sama dan mengikat, serta rangkap
4 (empat) dalam bentuk salinan, masing-masing 1 (satu) dokumen asli untuk PIHAK
KESATU dan lainnya untuk PIHAK KEDUA bagi kepentingan penagihan.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
PT. Royal Artha Arkana Sekretaris Balitbang Kemhan
Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen,

David Yulian Tambayong Yan Namora
Direktur Brigadir Jenderal TNI

PIHAK
KESATU

PIHAK
KEDUA




KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KONTRAK KERJA SAMA

NOMOR :KKS/ 41 / X1/2023
TANGGAL : 16 November 2023
PIHAK KEDUA JASA : PT. Royal Artha Arkana
NILAI KONTRAK : Rp. 988.420.000,-

WAKTU PELAKSANAAN : 30 (Tiga puluh) Hari Kalender
16 November S.D. 15 Desember 2023

RESTORASI & RENOVASI GEDUNG DJUANDA
BALITBANG KEMHAN
TA. 2023

PIHAK
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KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

LAMPIRAN
KONTRAK KERJA SAMA
NOMOR : KKS/41/X1/2023
TANGGAL : 16 November 2023

RESTORASI & RENOVASI GEDUNG DJUANDA
BALITBANG KEMHAN

TA. 2023
LAMPIRAN | : ANGGARAN BIAYA
LAMPIRAN I : FORMAT BERITA ACARA

LAMPIRAN i : DOKUMEN LAINNYA



Lampiran | Kontrak Kerja Sama
16 Nomor KKS /41 [ Xl /2023
Tanggal : 16 November 2023

RESTORASI & RENOVASI GEDUNG DJUANDA
BALITBANG KEMHAN TA. 2023

PROGRAM/KEGIATAN/JENIS BELANJA/KLASIFIKASI RINCIAN

Kode OUTPUT/RINCIAN OUTPUT/KOMPONEN/AKUN/DETAIL VOL | SAT | HARGA SATUAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6
Restorasi & Renovasi Gedung Djuanda Balitbang Kemhan TA. 2023 988.420.000
533121 [Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 653.920.000
A (BiayalLainnya 26.620.000
- Akomodasi 1 Lot 8.000.000 8.000.000
- Mobilisasi 2 Lot 6.750.000 13.500.000
- Pembersihan 8 Lot 640.000 5.120.000
B [Waterproofing Gedung Djuanda & Soepomo 627.300.000
- Pembongkaran Waterproofing Membrane 1028 | m2 60.000 61.680.000
- Perbaikan Drainase 1 Lot 10.500.000 10.500.000
- Perbaikan Permukaan 1028 | m2 90.000 92.520.000
- Instalasi Waterproofing Membrane 1028 | m2 450.000 462.600.000
C |Pengeboran Air 334.500.000
- Sumur Bor 1 Lot 52.500.000 52.500.000
- Pendalaman Sumur 1 Lot 33.750.000 33.750.000
- Instalasi Pipa 1 Lot 17.000.000 17.000.000
- Mesin Submersible 3 HP 2 unit 16.875.000 33.750.000
- Pencucian Toren & Saluran 3 Lot 7.750.000 23.250.000
- Instalasi Pompa Gedung 1 Lot 66.100.000 66.100.000
- Instalasi Kelistrikan Pompa 1 Lot 12.750.000 12.750.000
- Flushing Pipa Air Bersih 78 | keran 550.000 42.900.000
- Instalasi Filter Air 2 Lot 9.750.000 19.500.000
- Supporting Material & Instalation 1 Lot 33.000.000 33.000.000
PIHAK PIHAK
KESATU KEDUA




Lampiran |l Kontrak Kerja Sama
Nomor KKS /41 |/ XI / 2023
17 Tanggal : 16 November 2023

KOP SURAT
KEMENTERIAN/LEMBAGA (SATKER)
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN

NOMOR @ ...
Pada hari ini .......... tanggal....... bulan...... tahun......, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :
|. Nama e
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen satker .............cc.ooooiiiiiiniiiinnn.
berdasarkan SK ............ Nomor............. Tanggal .......ccccueveeee.

Alamat Kantor @ ...
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Il. Nama e
Jabatan e e e et e e e e ———————
yang didirikan berdasarkan Akte Notaris/Keputusan........ No.......
Tanggal.........
Alamat e

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Telah melakukan serah terima Barang Milik Negara yang pengadaanya dilaksanakan
dan menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran & Pejabat Pembuat

Komitmen satker ....................... berdasarkan DIPA Nomor . ................. tanggal ...............
dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di bawah ini :
Pasal 1

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU
menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA atas hasil pekerjaan yang telah selesai
dilaksanakan sebagai berikut :

No Barang Spesifikasi Jumlah Keterangan

Pasal 2
Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab
pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

Pasal 3
Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam
rangkap 2 (dua) bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna
bahan selanjutnya.

Yang Menyerahkan : Yang Menerima :
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Nama PIHAK KEDUA , Pejabat Pembuat Komitmen,
~ jabatan NIP. oo

PIHAK
KESATU

PIHAK
KEDUA




Lampiran 1l Kontrak Kerja Sama
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Nomor KKS / 41 [ XI / 2023

Tanggal 16 November 2023

DOKUMEN LAINNYA KONTRAK KERJA SAMA
RESTORASI & RENOVASI GEDUNG DJUANDA
BALITBANG KEMHAN TA. 2023

SPPBJ (KEP), SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK),
COPY JAMINAN PELAKSANAAN, SIUP DAN NPWP

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
PT. Royal Artha Arkana, Sekretaris Balitbang Kemhan
Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen,

David Yulian Tambayong Yan Namora
Direktur Brigadir Jenderal TNI

PIHAK
KESATU

PIHAK
KEDUA




KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SURAT PERINTAH KERJA
NOMOR : SPK/ 21 /1l /2023

SURAT PERINTAH KERJA SATUAN KERJA :
(SPK) BALITBANG KEMHAN

Halaman 1 dari 1 halaman Nomor dan Tanggal SPK :
Nomor : /Il /2023
Tanggal : 06 — 02 — 2023

PAKET PEKERJAAN : Nomor dan Tanggal Undangan

. : Nomor : /1 / 2023
Pemeliharaan AC Balitbang Kemhan TA. 2023 Tanggal - 23 Januari 2023

SUMBER DANA :
DIPA Petikan Satker Balitbang Kemhan Nomor : SP DIPA-012.01.1.683880/2023 tanggal

24 Januari 2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :22 (Dua puluh dua) hari kalender
06 Februari 2023 s.d. 27 Februari 2023

NILAI PEKERJAAN : Rp. 53.518.000,-

TERBILANG : Lima puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah
penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita
Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia
berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari
nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan, pelaksanaan pekerjaan
terhitung mulai SPK ditandatangani, selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini
penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK
terlampir.

_ Selaku , CV Semanggi Jaya,
Pejabat Pembuat Komitmen,

Abdullah Sani Hendra Wijaya
Brigadir Jenderal TNI Direktur




Kementerian Negara/Lembaga

Lampiran Surat Perintah Kerja
Nomor : SPK /21 /11 / 2023
Tanggal : 06 Februari 2023

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PEMELIHARAAN AC BALITBANG KEMHAN TA. 2023

: Kementerian Pertahanan

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan
Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Klasifikasi Rincian Output : Pemeliharaan AC
Volume : 1 (satu)
Satuan Ukur : Layanan
Alokasi Dana : Rp. 53.518.000,-
HARGA
KODE URAIAN VOL|SAT SATUAN JUMLAH
1 2 3| 4 5 6
J Belanja Biaya Pemeliharaan AC,Lift, dan Genset 53.518.000
523121 |Belanja Biaya Peralatan dan Mesin
> Servis AC
- Senis AC Casette 30 | set | 307.500 | 9.225.000
- Senis AC Standing 20 | set [ 307.500 | 6.150.000
- Servis AC Split 20 | set 93.000 | 1.860.000
> Isi Freon
- Isi Freon AC Casette 10 | set | 307.500 | 3.075.000
- Isi Freon AC Standing 6 | set| 307.500| 1.845.000
- Isi Freon AC Split 15 [ set | 184.000 | 2.760.000
> Pergantian Sparepart
- Pergantian Capasitor AC Standing 5 | set| 535.000| 2.675.000
- Pergantian Capasitor AC Split 5 | set| 307.000| 1.535.000
- Pergantian Contactor AC Standing 3 | set| 922.000| 2.766.000
- Pergantian Dinamo Fan Outdoor 20 | set | 615.000 | 12.300.000
- Over Lot Compressor AC 5 [ set| 181.000 905.000
> Pembongkaran dan Pemasangan
- Bongkar Pasang AC 2PK 11 | set | 492.000 | 5.412.000
- Bongkar Outdoor AC Casette set | 430.000 | 3.010.000

Sekretaris Balitbang Kemhan

Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

Abdullah Sani
Brigadir Jenderal TNI

Untuk dan atas nama penyedia
CV. Semanggi Jaya,

Hendra Wijaya
Direktur



SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam
jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan
harga yang tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum
Republik Indonesia.

HARGA SPK

d.

a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
b.
C.

PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.

Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya
overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga.

HAK KEPEMILIKAN

a.

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung
atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia
kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk
membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada
PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

.Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh

PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan
kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh
penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi
yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian
keausan akibat pemakaian yang wajar.

CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan
secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat
memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK
mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu
selama masa garansi.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas
pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah
termasuk dalam harga SPK.




7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian
atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan
dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger)
atau akibat lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau
pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum
dalam Surat Perintah Pengiriman.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal
karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan
kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan
kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat
Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan
untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan
pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan,
kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk
dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung
tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak
tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara
penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan
Personel;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau
kematian pihak lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau
kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian
atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.




1.

12.

13.

14.

15.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi
kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai
kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi
oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan
tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat
memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia.

PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk
melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi
Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu
maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut.
Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap
sebagai Peristiwa Kompensasi.

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap
kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu
pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam
laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan
Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan
selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam
surat perintah pengiriman.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena
kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa
denda keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka
PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan

permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap




hasil pekerjaan.

. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh

pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.

. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan,

penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan
penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

17.

18.

a.

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar,
Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau
kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.

PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia
segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi
berlaku.

. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban

untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka
waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.

. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang

akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan
dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang
diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang
ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia
berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut
sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.

Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat
mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

PERUBAHAN SPK

. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara

kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh
para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti

Pelaksanaan Kontrak.

PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai

berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan
pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi
sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
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20.

5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan
pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak
ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat
diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwva Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk
membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan
oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu
akibat Peristiwva Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan
peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa
Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwva Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan
melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal
penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian
harus dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.

d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan
apabila:

1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan
dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang;

2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan
pekerjaan;

5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum
dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;

6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
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7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat
Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam
jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua
puluh delapan) hari; dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran
tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SPK.

. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan (apabila diberikan);

2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau

3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan

prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam

pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

PEMBAYARAN

a.

pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK,

dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil
pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan [sistem termin/pembayaran Secara
sekaligus];

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

.pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%

(seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan

pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan
pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM).

.bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan

menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia
untuk  menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan

b.

pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu
permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi
pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab
kontraktual penyedia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah
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pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan
Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah
atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung
maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran
syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Balitbang Kemhan TA. 2024
Nomor -SSP/ 140 /11172024

Perjanjian Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Balitbang Kemhan TA. 2024

berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di
Jakarta pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Empat (19 — 03 — 2024) antara:

Brigadir Jenderal TNI Dr.Ignatius Eko Djoko Purwanto, S.E.,M.M. Sekretaris Badan
Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,
selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI yang
berkedudukan di JI. Jati No. | Pondok Labu Jakarta Selatan, berdasarkan
Keputusan Kabalitbang Kemhan Nomor: KEP/295/XI1/2023 tanggal 04 Desember
2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Balitbang
Kemhan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balitbang Kemhan,
selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”.

Yenny Kwan Direktur Utama PT. Wijaya Putra Perkasa Selaras berkedudukan di
JI. Kh. Mas Mansyur No. 24 Tanah Abang Jakarta Pusat DKI Jakarta berdasarkan
Akte Perubahan No. 8 Tanggal 30 Desember 2021 PT. Wijaya Putra Perkasa
Selaras selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

a.

Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen
Pemilihan.

Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor KEP/144/111/2024 tanggal
15 Maret 2024 untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam
Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak,
memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan
sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai
dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki
kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang
diwakili.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan
bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
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4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua
fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini
bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti
yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

2.1.

2.2.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Balitbang Kemhan TA. 2024 sesuai lampiran
uraian harga dan indikator kinerja termasuk didalamnya kegiatan dalam rangka
mendukung proses penelitian dan pengembangan.

Barang kontrak dalam kondisi baru, baik dan laik pakai.
Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak
Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 610.000.000 (Enam ratus sepuluh juta rupiah)
dibiayai dari sumber pendanaan TA 2024, DIPA Revisi ke 03 nomor SP DIPA-
012.01.1.683880/2024 tanggal 21 Februari 2024.

Harga tersebut subpasal 3.2. di atas adalah harga pasti dan tetap, kenaikan harga
tidak dibenarkan setelah kontrak ini ditandatangani.

Penyedia menjamin bahwa harga yang tercantum di dalam kontrak ini tidak
melebihi harga penjualan yang dilakukan Penyedia kepada pihak lain di dalam
negeri yang dikenakan terhadap barang-barang yang sama dengan keadaan,
waktu dan kondisi yang sama.

Pelanggaran terhadap subpasal 3.4. di atas, Pejabat Penandatangan Kontrak
berhak untuk menuntut pengembalian terhadap kelebihan harga yang telah dibayar
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia dan disetorkan ke Kas
Negara.

Pasal 4
Dokumen Kontrak

Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini:

4.1.1. Adendum/perubahan Pokok Surat Perjanjian (apabila ada).

PPK PENYEDIA
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. Pokok Surat Perjanjian.

. Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

. Syarat-Syarat Umum Kontrak.

. Uraian harga dan Spesifikasi teknik.

. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

Rl il
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4.2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam
dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang
lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada subpasal 4.1. di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan
dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai
dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak
sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan
dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat
diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak Penyedia
Sekretaris Balitbang Kemhan, PT Wijaya Putra Perkasa Selaras,

’;):— G\

Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M Yenny Kwan
Brigadir Jenderal TNI Direktur Utama
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4.1.2. Pokok Surat Perjanjian.

4.1.3. Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

4.1.4. Syarat-Syarat Umum Kontrak.

4.1.5. Uraian harga dan Spesifikasi teknik.

4.1.6. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

4.2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam
dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang
lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada subpasal 4.1. di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan
dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai
dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak
sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan
dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai
kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat
diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak Penyedia
Sekretaris Balitbang Kemhan, PT Wijaya Putra Perkasa Selaras,
%f Bt ; . (1‘1“775;1\:& utira Perkasa Sclaras
e i METERAI
Y TEMPEL
7 FAAKX841827858
Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M Yenny Kwan

Brigadir Jenderal TNI Direktur Utama



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

LAMPIRAN
SURAT PERJANJIAN
NOMOR : SP/\O/ 11l /2024
TANGGAL : 19 Maret 2024

PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN
BALITBANG KEMHAN
TA. 2024

LAMPIRAN A : ANGGARAN BIAYA
LAMPIRAN B : SYARAT-SYARAT UMUM DAN KHUSUS KONTRAK
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Lampiran

A Surat

Perjanjian

Nomor :SP /\&0/ Il / 2024
Tanggal \Q  Maret 2024
PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN
BALITBANG KEMHAN TA. 2024
PROGRAM/KEGIATAN/JENIS BELANJAKLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN
Hade OUTPUT/KOMPONEN/AKUN/DETAIL WOL.| Al RASBASATOSY g

1 2 3 4 5 6
6548.EBA.994|Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 610.000.000
052 Pelaksanaan 610.000.000
A TANPA SUB KOMPONEN 610.000.000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 610.000.000
A Pekerjaan Persiapan 11.625.000
- Foto Dokumentasi 3 Set 325.000 975.000
- Sewa alatbantu steger 1 Lot 10.650.000 10.650.000
B Pekerjaan Pasangan 581.625.000
> Gedung Abdulrachman Saleh 105.704.000
-Lantai | 1 | PKT 47.100.000 47.100.000
-Lantailll 1 | PKT 12.078.000 12.078.000
-Lantai IV 1 | PKT 21.526.000 21526.000
-Lantai vV 1 | PKT 25.000.000 25.000.000
> Gedung Ir. H. Djuanda r 261.796.000
-Lantai Dasar 1 | PKT 20.150.000 20.150.000
-Lantai | 1 | PKT 54.500.000 54.500.000
-Lantai ll 1 | PKT 16.550.000 16.550.000
- Lantai lll 1 | PKT 30.046.000 30.046.000
-Lantai vV 1 | PKT 17.550.000 17.550.000
-Lantai vV 1 | PKT 123.000.000 123.000.000
> Gedung Soepomo r 64625000
-Lantail 1 | PKT 23.800.000 23.800.000
-Lantai ll 1 | PKT 14.375.000 14375000
-Lantai Il 1 | PKT 17.650.000 17.650.000
-Lantai IV 1 | PKT 8.800.000 8.800.000
> Mess Pamen 1 | PKT 36.050.000 36.050.000
>Mess Pati 1 | PKT 42.450.000 42.450.000
> Mess Singgah 1 | PKT 23.450.000 23.450.000
> Gudang 1 | PKT 40.050.000 40.050.000
> Laboratorium 1 | PKT 7.500.000 7.500.000
c Pekerjaan Lain-Lain ’ 16.750.000
- Angkut Puing 10| rit 725.000 7.250.000
- Pembersihan Akhir 11 Is 9.500.000 9.500.000

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Sekretaris Balitbang Kemhan,

Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M
Brigadir Jenderal TNI

Untuk dan atas nama

Penyedia

PT Wijaya Putra Perkasa Selaras,

PPK
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Putrra Perkasa Sclaras

Yenny Kwan
Direktur Utama




A. KETENTUAN UMUM

1.

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

N ) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Definisi.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini
harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai
berikut:

1.1.

T

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali
internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan,
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Bahan baku adalah bahan atau komponen yang dibutuhkan
dan digunakan dalam pekerjaan Kontruksi.

Baru adalah suatu kondisi barang belum pernah dipakai.

Berita Acara Serah Terima adalah Berita Acara yang
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia yang menyatakan bahwa penyerahan barang kontrak
oleh Penyedia telah diterima oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan telah selesai pekerjaannya.

Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah Berita Acara yang
ditandatangani Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang menyatakan
bahwa Barang atau Materiil Kontrak telah diperiksa dan sesuai
dengan kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam lampiran
uraian harga dan spesifikasi teknik.

Berita Acara Pemeriksaan Progres Pekerjaan adalah Berita
Acara yang ditandatangani oleh Perwakilan Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang menyatakan
bahwa telah dilaksanakan kegiatan Pemeriksaan Progres
Pekerjaan terhadap Materiil Kontrak.

Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan
yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian
masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak
tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16

1.17.
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yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak
tersebut tidak terkait satu sama lain.

Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit
sebagai hari kerja.

Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan
kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara
logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan
Penyedia Barang/Jasa.

Laik adalah memenunhi persyaratan yang ditentukan atau yang
harus ada, patut dan pantas.

Lingkup Pekerjaan adalah Seluruh kegiatan yang tercantum
dalam Lampiran “A” dari SP.

Lumsum adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan
jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu,
dengan ketentuan semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh
penyedia, berorientasi kepada keluaran dan pembayaran
didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan
sesuai dengan Kontrak.

Materiil Kontrak adalah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Balitbang Kemhan sebagaimana tercantum pada Lampiran “A”
(Rincian Anggaran dan Biaya) dari SP.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai
dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan
kewajiban Para Pihak.

Monitoring dan Evaluasi adalah Aktivitas yang dilakukan
untuk melihat, memantau pelaksanaan program selama
kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat
faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program yang
dilaksanakan melalui Proses analisis data, identifikasi masalah
dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai sebagai masukan
bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan.

Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam
Kontrak, dalam hal ini harga dalam satuan mata uang Rupiah
sebagaimana terperinci pada lampiran uraian harga dan
spesifikasi teknik.
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1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA, KPA dan PPK.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
negara/anggaran belanja daerah.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan kontrak.

Rincian Anggaran dan Biaya disingkat RAB adalah Seluruh
Rincian Anggaran dan Biaya vyang diperilukan dalam
melaksanakan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Balitbang
Kemhan TA. 2024 yang tercantum dalam Lampiran “A” dari SP.

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah
jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus
yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan,
dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia.

Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja
yang sama dengan tanggal penandatangan Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak.

Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan
pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima
Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia.

Tempat Tujuan Akhir adalah Iokasi yang tercantum dalam
Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana
Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.

Tempat Tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban
pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan
ketentuan pengiriman yang digunakan.
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2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan
pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan 3.1.

Hukum
3.2.
4. Perbuatan 4.1,
yang dilarang
dan Sanksi
4.2.
4.3.
4.4

5. Asal Barang 5.1.

52

Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para
pihak dilarang untuk:

a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau
melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi
siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga
berkaitan dengan pengadaan ini.

b. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan
untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk
semua anggota Kemitraan) dan sub Penyedianya (jika ada)
tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul
41,

Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan
Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat
dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:

a. Pemutusan Kontrak.

b. Jaminan Pelaksanaan  dicairkan  dan  disetor
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan.

d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.

Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang
terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen
impor.

Materiil Kontrak dan bahan baku yang diadakan harus
diutamakan barang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan
penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia
(produksi dalam negeri).
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Korespondensi

Wakil sah para
pihak

Perpajakan
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5.3. Dalam proses pembuatan Materiil Kontrak bila digunakan
komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya
yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka
penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran
TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi
Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang merupakan bagian
dari Penawaran Penyedia.

54. Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan
kelengkapan dokumen barang berupa Surat Keterangan Asal
(Certificate of Origin).

55, Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dapat diserahkan
bersamaan dengan penyerahan Materiil Kontrak/bahan baku
dan/atau dapat mendahului sebelum penyerahan oleh
Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau
korespodensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan
kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan
secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau
faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk
dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau
dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

8.1. Penyedia dapat dibebaskan atas Pajak Pertambahan Nilai
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang
impor dan penyerahan alat angkutan tertentu serta
penyerahan dan pemanfaatan jasa kena pajak terkait alat
angkutan tertentu yang tidak dipungut Pajak Pertambahan
Nilai.

8.2. Penyedia dapat dibebaskan dari bea cukai dan pajak lainnya
dalam rangka impor di wilayah Pabean Republik Indonesia
terhadap Barang Kontrak yang akan masuk ke Indonesia
dalam rangka melaksanakan kontrak ini, termasuk Barang
Kontrak yang dibawa sebagai pengganti dan atau untuk
memperbaiki bagian yang rusak yang meliputi seluruh
kegiatan selama masa garansi. Pengurusan surat
pembebasan bea (SP1) dapat dimulai setelah dokumen
pengiriman barang diterima oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
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B. PELAKSANAAN KONTRAK

Pelaksanaan
Pekerjaan

10. Lingkup
pekerjaan

11. Standar

12. Pengepakan

13. Pengiriman

14. Transportasi

15. Risiko

Jangka Waktu 9.1. Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.

9.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam SSKK.

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan
harga.

Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan
standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknik dan/atau gambar
desain.

12.1.  Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk
mengepak barang sedemikian rupa sehingga barang
terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan
selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari
tempat asal barang sampai ke tempat sebagaimana
ditetapkan di dalam SSKK.

12.2.  Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan
penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam
dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK.

13.1. Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman
barang sesuai dengan jadwal pengiriman.

13.2.  Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi,
Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang
cara penanganannya.

14.1.  Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan
barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai
dengan tempat tujuan pengiriman sebagaimana ditetapkan
dalam SSKK.

14.2.  Transportasi barang harus diteruskan sampai dengan tempat
tujuan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

14.3. Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan
penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan materiil kontrak
tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak sampai dengan tempat tujuan
pengiriman/tempat penyerahan hasil pekerjaan.
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16. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan

16.1.

16.2.

16.3.

7

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia
berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya
pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK
pada klausul 9.2.

Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan
akibat keadaan kahar atau bukan peristiwa kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
dikenakan denda keterlambatan.

Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini
adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

17. Serah Terima
Hasil
Pekerjaan

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
serah terima hasil pekerjaan.

Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan
Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan,
yang dapat dibantu oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang
ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai
kesesuaian barang yang diserahterimakan yang tercantum
dalam Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk
memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas materiil
kontrak dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menolak serah terima
hasil pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai
dengan Kontrak.

Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima
(BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah
terima hasil pekerjaan maka segera memerintahkan kepada
Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan.
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Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat
melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau
kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka
Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

D. PERUBAHAN KONTRAK

18. Perubahan
Kontrak

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan
Kontrak apabila diajukan sesuai SSKK.

Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal
terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan spesifikasi teknik yang ditentukan dalam
dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum
dalam Kontrak.

b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan.

c. Mengubah spesifikasi teknik sesuai dengan kondisi
lapangan.

d. Mengubah jadwal pelaksanaan.

Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul
18.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk
hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain
pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan
rekening Penyedia, dan sebagainya.

Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu
pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-
hal sebagai berikut:

a. Peristiwa kompensasi.
b. Keadaan kahar

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia
dalam hal sebagai berikut:

a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

b. Keterlambatan pembayaran kepada Penyedia.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan
kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata
tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan.

d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan
gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai
jadwal yang dibutuhkan.
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18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

19. Keadaan Kahar 19.1.

19.2.

19.3
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e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal
dalam kontrak.

f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan
penundaaan pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan
dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu
terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.

Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian
pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan
waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat
peristiwa kompensasi.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara
tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan
pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti
kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak
dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah
suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban
yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

Kondisi cuaca ekstrim.
Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan
melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan
menteri teknis terkait.

a. Bencana alam.

b. Bencana non alam.
c. Bencana sosial.

d. Pemogokan.

e. Kebakaran.

f.

g.

Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia
memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari
atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan
Kahar, dengan menyertakan bukti.
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19.5.

19.6.

19.7.

19.8.
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Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang
merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini dapat
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir
dengan ketentuan:

a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai
dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan
yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan
bersama atau berdasarkan audit.

b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat
Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis
kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan
pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan
mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan
yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi
demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam
adendum/perubahan Kontrak.

Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya
yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janiji
atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh
Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

a. Telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk
memenuhi kewajiban dalam Kontrak.

b. Telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak
lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya
menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan
keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan
terjadinya peristiwa yang menyebabkan
terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.

Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak
dikenakan sanksi.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan
secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan
disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian Kontrak karena kedaan kahar dapat bersifat:

a. Sementara hingga Keadaan Kahar berakhir.

b. Permanen apabila akibat keadaan kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
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20.

21.

22.
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19.10. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan setelah kondisi

kahar, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak berupa
perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak yang dapat
melewati Tahun  Anggaran, dengan mekanisme
penganggaran yang berlaku.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Penghentian  Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar

Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 19.

Pemutusan 21.1.  Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak

kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi
kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

21.2.  Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat
belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak
menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak
secara tertulis kepada Penyedia.

Pemutusan 22.1. Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Kontrak oleh Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan
Pejabat Kontrak  dapat memutuskan Kontrak ini  melalui
Penandatangan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya
Kontrak hal-hal sebagai berikut:

a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang
berwenang.

b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan
korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi
yang berwenang.

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit.

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam
sebelum penandatanganan Kontrak.

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat
Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

f.  Penyedia tidak memberikan kebenaran data berlakunya
Jaminan Pelaksanaan.
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g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan.

h. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan
menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang
diatur dalam klausul 4 SSKK.

I.  Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 4 SSKK,
Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

j.  Setelah diberikan kesempatan kedua sesuai kesepakatan

para pihak sebagaimana dimaksud pada hurufi, penyedia
barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, maka:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.

b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan.

c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia
sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah
diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai
dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi
denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta
Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi
milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
kontrak.

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan
kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana
dimaksud pada klausul 24.1 adalah terkait dengan
pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari
pelaksanaan kontrak.

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

Hak dan 24 1.

Kewajiban
Pejabat
Penandatangan

Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan
oleh penyedia.
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Meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam
kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan
oleh penyedia, dan meminta keterangan-keterangan
yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak.

Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan
jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan
dalam kontrak.

Mengenakan sanksi kepada penyedia.

Memberikan instruksi.

Mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila
ada).

Menyetujui adendum/perubahan kontrak.

Menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,
jaminan pemeliharaan dan garansi (apabila ada).

Menilai kinerja Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:

a.

Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan kepada Penyedia.

Membayar uang muka (jika ada permohonan dan
disetujui).

Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

Penyedia mempunyai hak:

a.

Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan
barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam
Kontrak.

Memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan
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barang sesuai ketentuan Kontrak sebagaimana
tercantum dalam SSKK.

Penyedia mempunyai Kewajiban:

a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan
ketentuan dalam kontrak.

b. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk
pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan Pejabat
Penandatangan Kontrak.

c. Menyerahkan hasil pengadaan dan materiil kontrak
sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam kontrak, dilengkapi dengan
dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi
perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun
miliknya akibat kegiatan Penyedia.

e. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of
interest).

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk
menyerahkan barang sesuai dengan kualitas barang,
ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan
dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan barang.

Tanggung jawab pelaksanaan kontrak ini tidak dapat
dipindahtangankan baik secara keseluruhan maupun
sebagian tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.

Penyedia tidak diperkenankan  menggunakan dan
menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya
yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak
lain, misalnya spesifikasi teknik, dokumen teknis, program
data, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis
dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

Kontrak ini tidak dapat dijadikan jaminan untuk peminjaman
modal kepada pihak manapun, apabila hal ini dilakukan oleh
Penyedia maka tidak mempunyai akibat hukum terhadap
Pejabat Penandatangan Kontrak.

Penyedia dan pihak-pihak yang tergabung dalam kegiatan
Pengadaan Barang dan Jasa kontrak ini tidak diperbolehkan
untuk melakukan publikasi baik sebelum, selama dan
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sesudah kegiatan tanpa seizin dari Pejabat Penandatangan
Kontrak.

27.4. Penggunaan logo dan symbol hanya menggunakan Logo
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

27.5. Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan,
dan/atau dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh
Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan
hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia paling
lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir
Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua
dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu)
buah salinan tiap dokumen tersebut.

28. Hak Atas 28.1. Penyedia Dberkewajiban untuk  melindungi  Pejabat
Kekayaan Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari
Intelektual pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

28.2.  Penyedia menanggung segala biaya dan bertanggungjawab
serta membebaskan Pejabat Penandatangan Kontrak dari
segala kesulitan-kesulitan yang dapat timbul bersama
tuntutan-tuntutan Pemegang hak paten, hak cipta, hak merk
dan hak intelektual lainnya atas barang kontrak yang akan
diserahkan. Kesulitan-kesulitan ini tidak dijadikan alasan
untuk tidak bisa menyelesaikan dan mematuhi secara khusus
kontrak ini.

28.3. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia sepakat
apabila hasil pengembangan dan pembuatan materiil kontrak
telah memenuhi persyaratan maka hak kekayaan intelektual
(HAKI) materiil kontrak akan menjadi milik Pejabat
Penandatangan Kontrak.

28.4. Pengembangan terhadap produk materiil kontrak setelah
dilaksanakan penyerahan materiil kontrak dapat dilaksanakan
dengan kesepakatan Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia yang disusun melalui perjanjian kesepakatan
lainnya.

29. Tindakan Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan
Penyedia yang tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan
mensyaratkan tindakan-tindakan berikut:

persetujuan

Pejabat a. Mensubkontrakkan sebagian pengadaan barang.
Penandatangan

Kontrak b. Melaksanakan publikasi, penggunaan Logo selain Logo

Kementerian Pertahanan RI.
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30. Laporan Hasil
Pekerjaan

31. Sanksi
Finansial

30.1

30.2

30.3

30.4

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

31.6.
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Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan
kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan
yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan
kemajuan hasil pekerjaan.

Untuk  kepentingan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan
dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan mingguan
pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan
dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu
bulan, serta hal-hal penting lainnya.

Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa dan
disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi,
denda keterlambatan atau pencairan jaminan.

Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan
apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan
cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia.
Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab
kontraktual.

Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan dan pencairan
jaminan uang muka apabila Penyedia tidak menyelesaikan
pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan
atau dilakukan pemutusan kontrak.

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak
bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume
pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa
yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan
hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai
kerugian yang ditimbulkan.

Perhitungan denda dimulai dari satu hari setelah batas jatuh
tempo sampai dengan pelaksanaan pemeriksaan dan
penerimaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Pemeriksaan.

Denda tersebut di atas, juga berlaku atas keterlambatan
penyerahan kembali materiil kontrak yang oleh Tim Pemeriksa
dinyatakan ditolak pada saat diadakan pemeriksaan dan
penerimaan terhadap materiil kontrak yang diserahkan oleh
Penyedia apabila melewati jatuh tempo kontrak.
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Denda tidak dikenakan pada barang kontrak yang sudah
diserahkan dan diterima oleh Tim Pemeriksa yang dituangkan
dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

Penyedia membayar denda kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak sebanyak 1%. (satu permil) dari harga Materiil Kontrak
per-hari keterlambatan dengan ketentuan maksimal denda
mencapai 5% (lima persen) dari Total atau sebagian dari nilai
Perjanjian Kerja Sama.

Denda disetorkan secara langsung ke rekening Kas Negara
melalui Bank Mitra Kerja KPPN dan copy dari bukti transfer
harus dikirim kepada Irjen Kemhan, Kabalitbang Kemhan,
Sekretaris Balitbang Kemhan, Direktur Pengelolaan Kas
Negara - Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu dan Bendahara
Pengeluaran Balitbang Kemhan.

Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang
muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.

Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka
yang diterima oleh Penyedia.

Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak
tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan
tanggal serah terima barang ditambah 3 (tiga) bulan.

Jaminan  Pelaksanaan diberikan kepada  Pejabat
Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan kontrak.

Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya
sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan
serah terima barang ditambah 3 (tiga) bulan.

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan
dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang
dalam Kontrak dan setelah menyerahkan Jaminan
Pemeliharaan.

Jaminan Pemeliharaan diserahkan oleh Penyedia kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penyelesaian
pembayaran akhir dan setelah keseluruhan barang
dinyatakan diterima yang dinyatakan dalam BAST.

Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan kepada Penyedia
setelah masa jaminan tersebut berakhir sesuai waktu yang
ditentukan.
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Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan
tersebut di atas ditentukan dalam SSKK.

Pencairan semua jaminan oleh Penyedia atas persetujuan
Pejabat Penandatangan Kontrak dengan mengajukan surat
permohonan pencairan.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

33. Pembayaran  33.1.

Prestasi
Pekerjaan
33.2.
33.3.
.  PENGAWASAN MUTU

Pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara
termin sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah
pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara
serah terima dan dengan berita acara hasil pemeriksaan
dilengkapi dokumen sesuai yang tercantum dalam SSKK.

Proses pembayaran melalui ketentuan sesuai SSKK.

34. Pengawasan Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan
dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan
Pemeriksaan oleh Penyedia.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

35. Itikad Baik 35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

36. Penyelesaian 36.1.
Perselisihan

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak
berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan
hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk
melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak.

Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan,
maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi
keadaan tersebut.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban
untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-
hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang
diperfukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua
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perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan
Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

Apabila timbul perselisihan paham atau ketidakpastian antara
Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia dalam
menafsirkan arti dari pelaksanaan kontrak ini, maka diberikan
waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai setelah diterimanya surat
pemberitahuan yang disampaikan oleh satu pihak kepada
pihak yang lain dan selanjutnya diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat
dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan
penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP atau
Pengadilan Negeri.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-
sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian
sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak Penyedia
Sekretaris Balitbang Kemhan, PT. Wijaya Putra Perkasa Selaras,

Chmfe

P Wijaya Puta Perkasa Sclaras

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E.,M.M. Yenny Kwan
Brigadir Jenderal TNI Direktur Utama
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KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK Pengaturan dalam SSKK

1. Perbuatan
yang dilarang
dan Sanksi

2. Korespondensi

3. Wakil sah para
pihak

4. Jangka Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan

5. Transportasi

6. Serah Terima
Hasil Pekerjaan

7. Perubahan
Kontrak

8. Hak dan
Kewajiban

Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor ke kas Negara.

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satker Pejabat Penandatangan Kontrak: Balitbang Kemhan

Nama . Dr. Ignatius Eko Djoko Purwanto,S.E. M.M

Alamat - JI. Jati No 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450
Penyedia . PT. Wijaya Putra Perkasa Selaras

Nama - Yenny Kwan

Alamat - JI. Kh Mas Mansyur No. 24 Tanah Abang Jakarta

Pusat DKI Jakarta

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak:

Brigadir Jenderal TNI Dr. Ignatius Eko Djoko Purwanto,S.E.,M.M
Untuk Penyedia:

Yenny Kwan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal
Delapan belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh empat.

Tempat tujuan pekerjaan di Balitbang Kemhan RI JI. Jati Raya
No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan

Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di Balitbang Kemhan RI
JI. Jati Raya No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam
perjanjian kontrak ini hanya dapat diterima apabila diajukan paling
lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo untuk kemudian
dilaksanakan rapat penelitian kontrak serta akan berlaku apabila
disetujui dan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:
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Pejabat
Penandatangan
Kontrak

9. Hak dan
Kewajiban
Penyedia

10. Jaminan

11. Pembayaran
Prestasi
Pekerjaan
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Memberikan bantuan administrasi yang dibutuhkan oleh
Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan kontrak.

Penyedia mempunyai hak:

Meminta bantuan administrasi dari Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk melancarkan pekerjaan sesuai ketentuan.

Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan:

a.

Besarnya Jaminan pelaksanaan dan Jaminan
pemeliharaan adalah 5% dari nilai kontrak atau sebesar
Rp 30.500.000 (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
Segala bentuk jaminan tersebut harus dikeluarkan oleh
Bank Pemerintah (BRI, BNI, BTN, atau Bank Mandiri).
Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sampai dengan
berakhirnya kontrak.

Pengembalian Jaminan Pelaksanaan dilaksanakan
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa PKS
berakhir.

11.1. Pembayaran dilakukan secara termin dengan ketentuan :

a.

Pembayaran Termin ke-1 sebesar 30% dari nilai kontrak
atau sebesar Rp 183.000.000 (Seratus delapan puluh tiga
juta rupiah).

Pembayaran Termin ke-2 sebesar 40% dari nilai kontrak
atau sebesar Rp 244.000.000 (Dua ratus empat puluh
empat juta rupiah).

Pembayaran Termin ke-3 (Pelunasan) sebesar 30% dari
nilai kontrak atau sebesar Rp 183.000.000 (Seratus
delapan puluh tiga juta rupiah).

11.2. Kelengkapan administrasi pembayaran sebagai berikut:

—FT TS @meaoo
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Berita Acara Serah Terima (BAST) ttd PPK & Penyedia
Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa
Kwitansi Umum Dilegalisir PPK an. KPA

Faktur Pajak/e-Faktur Pajak

Surat Perjanjian/Kontrak Asli

Fotokopi Jaminan Pelaksanaan

Fotokopi Jaminan Pemeliharaan (apabila dipersyaratkan
dalam kontrak)

Fotokopi NIB

Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Rekapitulasi Belanja

Surat Setoran Pajak (SSP)

SPTJM

Materai
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12. Pengawasan
dan
Pemeriksaan

13. Penyelesaian
Perselisihan
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11.3. Proses pembayaran melalui Bagproglap Setbalitbang Kemhan
selaku Bendahara Pengeluaran selanjutnya dikirim ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang akan
melaksanakan pembayaran dengan transfer langsung ke
rekening Penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan Tim Wasdal

atau Tim Pendampingan untuk melakukan pengawasan dan

pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia. Apabila tidak sesuai ketentuan dalam kontrak maka
dapat berakibat pada pemberian Surat Peringatan kepada Penyedia.

Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak
dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP c.q. Kedeputian
Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah atau Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tangerang dan tunduk dibawah hukum yang
berlaku di Indonesia. Biaya penyelesaian perselisihan ditanggung
oleh pihak yang mengajukan keberatan.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak Penyedia
Sekretaris Balitbang Kemhan, PT. Wijaya Putra Perkasa Selaras,

) LT AN
~ N AR

Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M Yenny Kwan
Brigadir Jenderal TNI Direktur Utama

PPK PENYEDIA
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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

ASOSIASI LEMBAGA PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA (ALPEKSI)

NOMOR : PKS/ 15 /V1/2023
NOMOR : 28/PKS/DPP ALPEKSI/VI/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
bertempat di Ruang Rapat Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi
Pertahanan Kementerian Pertahanan di Jakarta, antara pihak-pihak:

1. Brigjen TNI Sarwono, B.Sc., S.I.P., PSC, Direktur Bela Negara Direktorat
Jenderal Potensi Pertahanan, jalan Tanah Abang Timur No. 8 Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Perintah Dirjen Pothan Kemhan Nomor 864/V/2023
tanggal 15 Mei 2023 tentang Perintah untuk menandatangani Perjanjian
Kerjasama antara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian
Pertahanan Republik Indonesia dengan Asosiasi Lembaga Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) mengenai kerja sama
penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), bertindak untuk
dan atas nama Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahana
Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.



2.

Julianti Noor, SE., M.AP, Ketua Umum Asosiasi Lembaga Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia (ALPEKSI), dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia (ALPEKSI), yang berkedudukan di Gedung Pesona jalan Ciputat Raya
No. 20 Lantai 1 Suite 105, RT 01/RW 015 Kelurahan Kebayoran Lama
Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan DKI Jakarta, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara sendiri-sendiri
disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

bahwa PIHAK KESATU merupakan Satuan Kerja Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Pertahanan, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang Potensi Pertahanan diantaranya dalam
bidang Bela Negara;

bahwa PIHAK KEDUA merupakan wadah yang berbentuk asosiasi lembaga
non pemerintah yang bergerak di bidang kajian, bimbingan teknis, sosialisasi,
pelatihan dan pendidikan non formal serta pengembangan jasa penyediaan
sumber daya manusia yang menyatukan para penyelenggara peningkatan
kapasitas SDM yang berada di seluruh Indonesia;

bela Negara adalah tekad, sikap dan perilaku, serta tindakan warga negara,
baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara,
keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh
kecintaannya kepada NKRI yg berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam
menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman;

bahwa Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan sebuah upaya yang
terus menerus dan berkesinambungan baik dilingkup Pendidikan, lingkup
Masyarakat dan lingkup Pekerjaan guna terwujudnya warga Negara Indonesia
yang memiliki kecintaan pada Tanah Air, kesadaran Berbangsa dan Bernegara,
setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara, rela berkorban untuk Bangsa dan
Negara, sehingga terwujud kemanpuan fisik dan psikis yang mendukung
Sistem Pertahanan Negara yang bersifat semesta melalui cara-cara yang
demokratis partisipatif dan terintegrasi; dan

bahwa keselarasan visi dan misi ALPEKSI sebagai Asosiasi yang bergerak dalam
peningkatan Kapasitas SDM, Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan
potensi strategis guna menyiapkan Sumber Daya Manusia Pertahanan Negara,
yang dapat didayagunakan untuk mendukung Sistem Pertahanan Negara gun
turut menjamin kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Kesatuan Republi
Indonesia.



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan Pasal 30 yang mengatur hak dan
kewajiban warga negara dalam pembelaan negara dan Sistem Pertahanan
Negara;

b. Undang-Undang RI Nemor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang
mengatur persiapan secara dini sistem pertahanan negara dan upaya bela
negara;

c. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan;

d. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya
Nasional untuk Pertahanan Negara;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya
Nasional untuk Pertahanan Negara;

g. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyusunan
Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian
Pertahanan;

h. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pembinaan Kesadaran Bela Negara;

i. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kader Bela
Negara dan Fasilitator Bela Negara;

j.  Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 14 Tahun 2022 Pedoman Pembinaan
dalam Pengabdian Profesi;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman
Peningkatan Kesadaran Bela Negara;

l.  Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000021.AH.
01.08.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga
Peningkatan Kapasitas SDM Indonesia, tanggal 7 Januari 2023;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk
membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama yang selanjutnya disingkat
PKS tentang penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan
ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:



(1)

(2)

(3)

(4)

()

LINGKUP KERJASAMA
PASAL 1

Lingkup kerjasama ini meliputi:

a. Sosialisasi dan diseminasi Bela Negara Lingkup Pendidikan.

b. Sosialisasi dan diseminasi serta Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara
Lingkup Masyarakat.

C. Sosialisasi dan diseminasi serta Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara
Lingkup Pekerjaan.

Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan diluar
program Direktorat Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan.

Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, peserta
sosialisasi dan diseminasi ditujukan kepada Satuan Pendidikan dan
Lembaga Pendidikan.

Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, peserta
sosialisasi dan diseminasi serta Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara
ditujukan kepada warga negara di lingkup masyarakat meliputi : tokoh
agama; tokoh masyarakat; tokoh adat; kader organisasi masyarakat;
kader organisasi komunitas; kader organisasi profesi; kader partai politik;
dan kelompok masyarakat lainnya.

Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf ¢, peserta
sosialisasi dan diseminasi serta Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara
ditujukan kepada warga negara di lingkup pekerjaan meliputi : lembaga
negara; kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan
pemerintah daerah; Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian Negara
Republik Indonesia; badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah;
badan usaha swasta; dan badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.

KEWAJIBAN DAN HAK
DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

PASAL 2

(1) PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:

d.

cano

Mentaati Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden,
peraturan menteri dan ketentuan peraturan perundang-undafjgan
lainnya.

Menyediakan Fasilitator Bela Negara
Menyediakan materi nilai dasar Bela Negara
Menyediakan sertifikat Bela Negara
Menyediakan PIN Bela Negara.

.



(2) PIHAK KESATU berhak sebagai berikut:

d.

Mendapatkan informasi rencana kegiatan penyelenggaraan kegiatan
sosialisasi dan diseminasi serta pendidikan dan pelatihan Bela Negara
dari PIHAK KEDUA.

Mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi
serta pendidikan dan pelatihan Bela Negara dari PIHAK KEDUA.
Mendapatkan data kader bela negara yang telah mengikuti kegiatan
sosialisasi dan diseminasi serta pendidikan dan pelatihan Bela Negara
dari PIHAK KEDUA.

KEWAJIBAN DAN HAK
ALPEKSI

PASAL 3

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:

d.

Memberikan informasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan
diseminasi serta pendidikan dan pelatihan Bela Negara kepada PIHAK
KESATU.

Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi serta
pendidikan dan pelatihan Bela Negara yang telah dilaksanakan kepada
PIHAK KESATU.

Melaporkan data kader bela negara yang telah mengikuti kegiatan
sosialisasi dan diseminasi serta pendidikan dan pelatihan Bela Negara
kepada PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA berhak sebagai berikut:

d.

Mendapatkan Fasilitator Bela Negara dari Direktorat Bela Negara
Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan
Mendapatkan materi nilai dasar Bela Negara

Mendapatkan sertifikat Bela Negara

Mendapatkan PIN Bela Negara.

BENTUK KERJA SAMA
Pasal 4

Bentuk Kerjasama dalam melaksanakan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat;

a.
b.

Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Bela Negara
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara. s



PELAKSANAAN
PASAL 5

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan menurut Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK
KESATU melaksanakan kegiatan berupa:

a. Sosialisasi dan diseminasi Bela Negara:

Menyiapkan materi sosialisasi dan diseminasi Bela Negara.
Menyiapkan Fasilitator Bela Negara

Menyiapkan Sertifikat Bela Negara

Menyiapkan PIN Bela Negara.

el 2

b. Pendidikan dan pelatihan Bela Negara:
1. Menyiapkan materi sosialisasi dan diseminasi serta pendidikan dan
pelatihan Bela Negara
Menyiapkan Fasilitator Bela Negara
Menyiapkan Sertifikat Bela Negara
Menyiapkan PIN Bela Negara
Menyiapkan Pelatih, Pembina dan Pengasuh.

LA B

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan menurut Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK
KEDUA melaksanakan kegiatan berupa:

a. Sosialisasi dan diseminasi Bela Negara:
1. Penyiapan peserta
2. Penyiapan fasilitas/sarana prasarana
3. Penyiapan akomodasi dan konsumsi peserta
4. Penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi Bela Negara
5. Kebutuhan lain yang menunjang terlaksananya kegiatan.

b. Pendidikan dan pelatihan Bela Negara:

Penyiapan peserta

Penyiapan fasilitas/sarana prasarana

Penyiapan akomodasi dan konsumsi peserta
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Bela Negara
Permohonan Fasilitator, Pelatih, Pembina dan Pengasuh
Penyiapan kegiatan lapangan

Kebutuhan lain yang menunjang terlaksananya kegiatan.

NoUnhAwN =

(3) Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi serta pendidikan dan
pelatihan Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),
disiapkan PARA PTHAK. \

L]



(1)

(2)
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(1)

(2)
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PEMBIAYAAN
PASAL 6

Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan
kegiatan penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi serta pendidikan dan
pelatihan Bela Negara yang disepakati dalam Perjanjian ini berupa
Penyediaan Fasilitator, Pelatih, Pembina dan Pengasuh, Penyediaan Sertifikat
Bela Negara, Penyediaan PIN Bela Negara, Akomodasi, honor dan biaya
perjalanan dinas Narasumber, dibebankan pada PIHAK KEDUA sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbaikan dan/atau kerusakan dokumen milik PIHAK KESATU dalam
penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi Bela Negara dibebankan pada
anggaran PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN
PASAL 7

Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan
PARA PIHAK.

Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK
dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh satu PIHAK kepada PIHAK
lainnya, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu
perjanjian, dan telah disetujui oleh PIHAK lainnya, dengan ketentuan
PARA PIHAK akan meninjau dan menyepakati kembali ketentuan dan
syarat-syarat perpanjangan perjanjian tersebut.

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

PASAL 8

Yang dimaksud dengan keadaan Kahar (Force Majeure) dalam perjanjian
kerja sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar
kuasa/kemampuan manusia sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan oleh pemerintah sebagai keadaan Kahar
(Force Majeure) yang mengakibatkan salah satu pihak atau PARA PIHAK
tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.

Apabila terjadi keadaan keadaan Kahar (Force Majeure) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat melaksanakan
kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut waijib
memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang
waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan Kahar (Fdyce
Majeure). .
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